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BAB II 

BMT, AKAD  SYARIAH DAN MANFAATNYA 

A. Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) 

1. Pengertian Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu 

lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul 

tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha 

pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: 

zakat, infaq, sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha 

pengumpulan dan penyaluran dan komersial. Usaha-usaha 

tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai 

lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan 

berlandaskan Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip 

bagi hasil, jual beli (ijarah),dantitipan(wadiah).  

BMT memilik segmen pasar tersendiri, yaitu masyarakat 

kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha 

kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila behubungan 

dengan pihak bank. Baitul maal Wat Tamwil memiliki beberapa 

fungsi, yaitu:
1
  

a. Penghimpun dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang 

di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya, 

                                                           
1
 Nurul Huda dan Mohamad Haykal,  Lembaga Keuangan Islam 

Tinjauan Teoritis dan Praktis,  Jakarta:  PT.Fajar Interpratama Mandiri, 

2010, h.363-365 
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sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana 

berlebih) dan unit defisit (pihak yang kukarangan dana). 

b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat 

pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan 

untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan. 

c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja 

dan memberi pendapatan kepada para pegawai. 

d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat 

mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada 

lembaga tersebut. 

e. Sebagai suatu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat 

memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah 

dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan 

yang memberatkan bagi UMKM tersebut. 

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, 

diantaranya adalah:  

a. Memajukan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat 

non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat 

tentang arti penting sistem ekonomi Islam. 

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT 

harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga 

keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, 

pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-

usaha nasabah. 
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c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang 

masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu 

memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana 

dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani  

masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap 

saat, birokrasi yang sederhana. 

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang 

merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat 

yang komplek dituntut harus pandai bersikap, misalnya dalam 

masalah pembiayaan BMT harus memperhatikan kelayakan 

nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis 

pembiayaan yang dilakukan. 

BMT didirikan dengan berdasarkan pada masyarakat 

yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan 

kesejahteraan.
2
 Prinsip dasar BMT adalah: 

a. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), 

ahsanu’amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan 

nilai-nilai salaam: keselamatan, kedamaian, dan 

kesejahteraan. 

b. Barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, dan 

bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat. 

c. Spiritual Communication, (penguatan nilai ruhiyah). 

d. Demokrasi, partisipasi, dan inklusif. 

                                                           
2
 Haykal, Lembaga ..., h. 365 
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e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif. 

f. Ramah lingkungan. 

g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta 

keanekaragaman budaya. 

h. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan 

meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal. 

2. Prinsip Operasi Baitul Maal Wat Tamwil 

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan 

BPR Syariah, yakni menggunakan 3 prinsip :
3
 

1. Prinsip bagi hasil 

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi 

pinjaman dengan BMT. 

a. Al-Mudharabah, akad kerjasama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama (shahibul Maal) menyediakan seluruh 

modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. 

b. Al-Musyarakah, akad kesepakatan dua orang atau lebih 

dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari 

mereka memberi modal dan berbagi keuntungan dan 

kerugian. 

2. Sistem jual beli 

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang 

dalam pelaksanaan BMT mengangkat nasabah sebagai agen 

yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama 

                                                           
3
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 

Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h.101 
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BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual 

barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah margin. 

Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.  

a. Bai’al-Mudharabah, jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak BMT 

dan nasabah. 

b. Bai’as-Salam, akad pemesanan barang yang disebutkan 

sifat-sifatnya, yang dalam majlis itu pemesanan barang 

menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang 

pesanan tersebut menjadi tanggung penerima pesanan. 

c. Bai’ al-Istishna, pemesanan barang yang disebutkan sifat-

sifatnya, yang dalam majlis itu pemesanan barang dengan 

pembayarannya dapat dilakukan oleh BMT dalam beberapa 

kali (termin) pembayaran. 

3. Sistem non profit 

Sistem yang sering disebut sebagai pembayaran 

kebijakan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial 

dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok 

pinjaman saja. Al-Qordhul Hasan, pemberian harta kepada 

orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau 

dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 

imbalan. 

4. Produk pembiayaan 

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan 

atas kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan 
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pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya beserta bagi hasil setelah jangkau waktu tertentu. 

a. Pembiayaan Mudharabah, dalam pembiayaan 

Mudharabah BMT mengadakan akad dengan nasabah. 

Ketentuan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disepakati oleh BMT dan 

pengusaha tersebut. 

b. Pembiayaan Musyarakah, dalam pembiayaan 

Musyarakah ini BMT dengan pengusaha mengadakan 

perjanjian. BMT dan pengusaha berjanji bersama-sama 

membiayai suatu proyek yang juga dikelola secara 

bersama-sama. 

c. Pembiayaan Bai’ Bithaman Ajil, dalam pembiayaan BBA 

BMT mengikat perjanjian dengan nasabah. BMT 

menyediakan dana untuk pembelian sesuatu barang/asset 

yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung usaha 

atau proyek yang sedang diusahakan. 

d. Pembiayaan Rahn adalah harta yang dijadikan 

pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat 

mengikat, yangdijadikan barang jaminan (agunan) bukan 

saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang 

bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan jaminan 

tidak harus diserahkan secara actual, tetapi boleh juga 

penyerahannya secara hukum seperti menjadikan sawah 
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menjadi jaminan, maka yang diserahkan adalah surat 

jaminanya (sertifikatnya). 

Dalam menjalankan operasionalnya BMT 

memiliki strategi pemasaran atau promosi kepada 

anggota, seperti :
4
 

a. Memperluas Jaringan Kerjasama 

Memperluas jaringan kerjasama adalah salah 

satu langkah strategik BMT supaya anggota bisa 

menggunakan akses pelayanan BMT dengan lebih 

mudah. Memperluas jaringan kerjasama yang saling 

menguntungkan (simbiosa mutualisme) dengan 

berbagai pihak, sepanjang tidak mengingkari prinsip-

prinsip syariah yang sejak awal ditetapkan sebagai 

landasan utama BMT. Kerjasama ini dimungkinkan 

sebagai upaya strategik meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pemasaran lembaga dimasa datang. Dengan 

semakin banyak pihak yang dirangkul, maka 

semakin banyak pula peluang untuk memacu 

percepatan pengembangan lembaga, dan ini berarti 

target-target pemasaran akan semakin mudah 

tercapai.   

 

 

                                                           
4
 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah, 

Yogyakarta: UII Press, 2002, h.60 
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b. Jemput Bola 

Sebagai lembaga keuangan yang belum lama 

berdiri, BMT membutuhkan promosi dan sosialisasi 

secara lebih optimal di masyarakat. Keaktifan 

pengelolaan dalam memasarkan produknya 

merupakan komponen terpenting diantara 

komponen-komponen penting lainnya yang akan 

menentukan tingkat keberhasilan lembaga. Salah satu 

cara efektif yang dilakukan di awal operasional BMT 

adalah dengan melakukan pendekatan jemput bola, 

pendekatan ini merupakan langkah awal yang akan 

mungkin petugas leluasa memberikan penjelasan 

mengenai konsep-konsep keuangan syariah serta 

sistem dan prosedur yang berlaku di BMT. 

B. Akad Rahn  

1. Pengertian Rahn  

Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. 

Secara istilah rahn adalah apa yang disebut dengan barang 

jaminan, agunan, atau tanggungan Rahn yaitu menahan barang  

sebagai jaminan atau utang. Akad Rahn juga diartikan sebagai 

sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan 

melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan 

atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat 
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diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya 

sudah lunas.
5
 

Akad Rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih 

memercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan 

penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban 

pihak yang menggadaikan (rahin), namun dapat juga dilakukan 

oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan 

biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Rahn merupakan 

perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari 

fasilitas pembiayaan yang diberikan.
6
 

Menurut pendapat Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab Al-

Mughni Rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan  

dari suatu barang untuk dipenuhi dari harganya, apabila berutang 

tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. 

Sedangkan menurut pendapat Abu Zakaria Al-Anshary, dalam 

kitabnya Fathul Wahab,  mendefinisikan Rahn adalah 

menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai 

                                                           
5
 Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia,  

Jakarta: Salemba Empat,  2012,  h.266 
6
 Sjahdeini, Sultan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya 

Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Puustaka Utama 

Grafiti, 2007, h. 76 
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kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda 

itu bila utang tidak dibayar.
7
 

Menurut Heri Sudarsono mengatakan bahwa gadai dalam 

fiqih disebut rahn yang menurut bahasa adalah nama barang 

yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan 

menurut syara‟ artinya menyandera sejumlah harta yang 

diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil 

kembali sebagai tebusan.
8
 

Rahn (Gadai) adalah perjanjian pinjam-meminjam 

dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. 

Menurut Ahmad Azhar Basyir gadai adalah menjadikan suatu 

benda bernilai menurut pandangan syara‟ sebagai tanggungan 

utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu 

seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
9 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rahn 

(pengadaian) mempunyai ciri-ciri, antara lain: 

a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan 

b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang 

digadaikan  

                                                           
7
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 

Yogtakarta: Ekonisa Edisi 2. 2004, h. 157 

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, 

Deskripsi dan Ilustrasi, Yokyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2003, hlm. 

141. 
9
 Adiwarman Karim, Bank Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004, Edisi Ketiga, h. 236. 
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c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.
10

 

2. Dasar Hukum Rahn  

Boleh tidaknya transaksi Rahn (gadai) menurut Islam, 

diatur dalam Al-Qur‟an, sunnah dan ijtihad. 

a. Al-Qur‟an 

Ayat Al-Qur‟an yang dapat dijadikan dasar hukum 

perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 dan 283: 

                               

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

apabila kamu bermuamalah tidak secara 

tunai untuk yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya...” 

 

                        

                          

                          

         

 
Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan  

bermu’amalah tidak secara tunai) sedang 

kamu tidak memperoleh seorang penulis. 

Maka hendaklah ada barang tanggungan 

yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan 

                                                           
10

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT.  

Raja Grafindo Persada, 2002, Cet 6, h. 250. 
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tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya; dan barang siapa 

yang menyembunyikannya, maka 

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa  

hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan
11

. 

 

b. As –Sunah 

Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda:  

Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan 

meminjamkan kepada baju besi. (HR. Bukhari dan 

Muslim).  

Dari Anas  Ra berkata, Rasulullah saw berkata, 

Rasulullah saw menggadaikan baju besinya kepada 

seorang yahudi di Madinah dan mengambil  gandum 

untuk keluarga beliau (HR. Bukhari, Ahmad,  Nasa‟i dan 

Ibnu Majah).
12

 

c. Ijtihad 

Berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadis di atas 

menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjjian gadai 

(Rahn) dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah 

                                                           
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an ..., h. 166 
12

 Heri Sunandar, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah 

Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 159  
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melakukannya. Namun demikian perlu dilakukan  

pengkajian lebih mendalam dengan melakukan Ijtihad.
13

 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional  

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang 

berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan 

sebagai berikut:  

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002, tentang 

Rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan 

menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam 

bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai 

berikut:
14

  

a. Ketentuan Umum: 

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai 

hak untuk menahan marhun (barang) 

sampai semua hutang rahin (yang 

menyerahkan barang) dilunasi. 

2. Marhun dna manfaatnya tetap menjadi 

milik rahin. pada prinsipnya, marhun 

tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 

kecuali seijin rahin, dengan tidak 

mengurangi nilai marhun dna 

manfaatnya itu sekedar mengganti biaya 

pemeliharaan dan perawatanya. 

3. Pemeiharaan dan penyimpanan marhun 

pada dasarnya enjadi kewajiban rahin, 

namun dapat dilakukan juga oleh 

                                                           
13

 Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat 

Kontemporer, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 89 
14

 Herry Sutant & khairul Umam, Manajemen Pemasaran Bank 

Syariah, Bandung:CV Pustaka Setia, 2013, h. 393 
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murtahin, sdangkan biaya dan 

pemeliharaan penyimpanan tetap 

menjadi kewajiban rahin. 

4. Besar biaya pemeliharaan dan 

penyimpanan marhun tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah 

pinjaman. 

5. Penjualan marhun 

a. Apabila jatuh tempo, murtahin 

harus memperingatkan rahin 

untuk segera melunasi 

hutangnya. 

b. Apabila rahin tidak dapat 

melunasi hutangya, maka 

marhun dijual paksa/dieksekusi 

melalui lelang sesuai syariah. 

c. Hasil penjualan marhun 

digunakan untuk melunasi 

hutang, biaya pemeliharaan dan 

penyimpanan yang belum 

dibayar serta baiaya penjualan. 

d. Kelebihan hasil penjualan 

menjadi milik rahin dan 

kekuranganya menjadi 

kewajiban rahin. 

b. Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan 

kewajibanya/jika terjadi perselisihan 

diantara kedua belah pihak, maka 

penyelesaianya dilakukan melalui badan 

Arbitrase Syariah Nasional. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkanya 

dengan ketentuan jika di kemudian hari 

terdapat kekeliruan akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 
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3. Rukun Rahn  

Dalam menjalankan syariah, Rahn harus memenuhi 

rukun Rahn (gadai  syariah). Rukun Rahn (gadai syariah) antara 

lain:
15

 

a. Ar-Rahin (yang menggadaikan) 

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan 

memiliki barang yang akan digadaikan. 

b. Al-Murtahin (yang menerima gadai) 

Orang, Bank, atau lembaga yang dipercayai oleh rahin untuk 

mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).  

c. Al-Marhun/Rahn (barang yang digadaikan) 

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam 

mendapatkan utang.  

d. Al-Marhun Bih (utang) 

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas 

dasar besarnya tafsiran marhun. 

e. Sighat, Ijab dan Qabul 

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan 

transaksi gadai. 

4. Syarat Rahn  

a. Rahin dan Murtahin 

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian Rahn, yakni 

rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut 
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 Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alfabeta, 

2011, h. 27 
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kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti 

kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.
16 

b. Sighat 

1) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan 

juga dengan suatu waktu di masa depan. 

2) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian 

utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh 

diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu 

dimasa depan. 

c. Marhun bih (Utang) 

1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan 

kepada pemiliknya. 

2) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi 

utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. 

d. Marhun (Benda Jaminan Gadai) 

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa 

syarat, antara lain: 

1) Harus bisa diperjual belikan, marhun  itu boleh dijual 

dan nilainya seimbang  dengan marhun bih.  

2) Harus berupa harta yang  bernilai.  

3) Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah.  

4) Harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau penggadai) 

setidaknya harus seizin pemiliknya.  
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5. Akad Rahn  

Pada dasarnya, sistematika akad Rahn terdiri dari:  

a. Tanggal dan nomor akad  

Jika dibuat secara di bawah tangan antara kedua pihak, 

nomor akad adalah nomor yang diberikan oleh Bank 

Syariah, sedangkan jika dibuat secara kenotariatan, nomor 

tersebut adalah nomor akta notaries yang bersangkutan. 

b. Para pihak atau subjek akad, yang terdiri dari: 

1) Pihak yang menggadaikan (Rahn atau Rahin) 

2) Pihak yang menerima gadai (Murtahin atau Bank 

Syariah).  Sedangkan objek atau barang yang digadaikan 

disebut juga marhun. 

c. Isi perjanjian  

1) Kesepakatan para pihak 

Kesepakatan terserbut harus dinyatakan, yaitu 

Bank atau kreditor selaku pihak yang menerima gadai 

(murtahin) setuju untuk memberikan pembiayaan 

dengan jumlah tertentu dan nasabah (rahin) menerima 

pembiayaan tersebut.
17

 

2) Pihak murtahin menerima barang yang digadaikan 

dengan memberikan sejumlah dana tertentu dan rahin 

berkewajiban untuk membayar biaya sewa tempat 

penitipan dan asuransi atas barang yang digadaikan.  

                                                           
17
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3) Jaminan dari pihak rahin, bahwa objek yang digadaikan 

adalah benar-benar miliknya, tidak tersangkut dalam 

suatu perkara atau sengketa, dan bebas dari sitaan. 

4) Kuasa untuk melakukan debit rekening rahin, jika 

pembayaran dilakukan oleh rahin melalui suatu 

rekening  tertentu (tidak langsung). 

5) Kuasa untuk menjual atau melelang barang yang 

digadaikan, apabila sampai tiba jangka waktunya, rahin 

tidak dapat mengembalikan dana yang diterimanya dari 

murtahin. 

d. Penutup  

Lokasi dibuatnya perjanjian dan diakhiri dengan tanda 

tangan yang merupakan kesepakatan dari semua pihak.  

6.  Jenis Rahn 

Menurut Irma Devita Purnamasari menjelaskan bahwa dalam 

prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah rahn, rahn yang 

diatur menurut prinsip syariah, dibedakan atas dua macam, yaitu 

:
18

 

a. Rahn’iqar/rasmi (Rahn Takmini/Rahn Tasjily)  

Merupakan bentuk gadai dengan barang yang 

digadaikan hanya dipindahkan kepemiliknya, namun 

barangnya sendiri masih tetap dikuasai oleh pemberi gadai. 

Contohnya: Tenriagi memiliki utang kepada  Elda Rp. 

                                                           
18

 Irma Devita Purnamasari & Suswinarto, Akad Syariah, 

Bandung: Kaifa, 2011, h. 127 
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10.000.000 sebagai  jaminan atas perlunasan utang tersebut,  

Tenriagi menyerahkan BPKB mobilnya kepada Elda secara 

Rahn’iqar. Dalam kasus ini, walaupun surat-surat 

kepemilikan atas mobil  tersebut diserahkan kepada Elda, 

mobil itu sendiri tetap berada ditangan Tenriagi dan 

digunakan oleh Tenriagi untuk keperluasannya sehari-hari. 

Jadi, yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil 

dimaksud.  

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip dengan 

konsep pemberian jaminan secara Fidusia atau menyerahkan 

hak milik secara kepercayaan atas suatu benda.
19

 

Jenis Rahn ini juga sudah diatur dengan jelas dalam 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 68/DSN-MUI/III2008 

bahwa: 

   Pertama: Ketentuan Umum 

1. Rahn Tasjily merupakan jaminan dalam bentuk 

barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut 

(marhun) tetap berada dalam penguasaan 

(pemanfaatan) Rahin dan bukti 

kepemilikanyadiserahkan kepada murtahin.  

2. Dasar Hukum Rahn Tasjily 

a. ,,,  ٌوَإنِْ كُنْتُمْ عَلىَ سَفَرٍ وَلمَْ تَجِدُوْا كَاتبًِا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَة 

Firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah: 

283 

“dan apabila kamu dalam perjalanan sedang 

kamu tidak memperoleh seorang juru tulis 

maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang”. 

                                                           
19

 Ibid, h.127 
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b. Hadist Nabi SAW, antara lain: 

1. Dari „aisyah r.a ia berkata: 

أنََّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ 
 يَهُوْدِيٍّ إلِىَ أجََلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ 
 “sesungguhnya Rasulullah saw pernah 

membeli makanan dengan berhutang dari 

seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan 

sebuah baju besi kepadanya”.(HR al 

Bukhari dan Muslim). 

2. Dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda: 

هْنُ مِنْ صَاحِبهِِ الَّذِيْ رَهَ  نَهُ، لهَُ غُنْمُهُ وَعَليَْهِ لاَ يَغْلقَُ الرَّ
  غُرْمُهُ 
“tidak terlepas kepemilikan barang gadai 

dari pemilik yang menggadaikanya, Ia 

memperoleh manfaat dan menanggung 

resikonya”.(HR. Nabi riwayat al Syafi‟i, 

al Daraquthni dan Ibnu Majah). 

3. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w 

bersabda: 

رِّ يُشْرَبُ  الظَهْرُ يُرْكَبُ بنَِفَقَتِهِ إذَِا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلبََنُ الدَّ
بنَِفَقَتِهِ إذَِا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلىَ الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ 
فَقَةُ   .النَّ
“tanggumgan (kendaraan) yang 

digadaikan boleh dinaiki dengan 

menaanggung biayanya dan binatang 

ternak yang digadaikan dapat diperah 

susunya dengan menanggung biayanya. 

Orang yang menggunakan kendaraan dan 

memerah susu tersebut wajib 

menanggung biaya perawatan dan 

pemeliharaan”. (HR Jama‟ah kecuali 

Muslim dan Al Nasa‟i). 

c.  Ijma‟ : Para ulama sepakat membolehkan 

akad Rahn (al Zuhaili, Al Fiqih al Islami wa 

Adillatuhu, 1985, V: 181) 

d. Kaidah Fiqih: 
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الأصَْلُ فىِ الْمُعَامَلاتَِ اْلإبَِاحَةُ إلِاَّ أنَْ يَدُلَّ الدَليِْلُ  .1
 عَلىَ تَحْرِيْمِهَا
Pada dasarnya segala bentuk 

muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkanya. 

رُوْرَةِ  .2  الحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّ
Keperluan dapat menduduki posisi 

darurat. 

ابِتِ باِلشَّرْعِ  .3
ابِتُ باِلْعُرْفِ كَالثَّ

 الثَّ
Sesuatu yang berlaku berdasarkan 

adat kebiasaan sama dengan sesuatu 

yang berlaku berdasarkan syara‟ 

(selama tidak bertentangan dengan 

syari‟at). 

   Kedua: Ketentuan Khusus 

 Bahwa pinjaman dnegan menggadaikan barang sebagai 

jaminan utang dalam bentuk  Rahn Tasjily dibolehkan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang 

kepada murtahin 

b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti 

sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak 

memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin. Dan 

apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi 

utangnya, marhun dapat dijual paksa /dieksekusi 

langsung  baik melalui lelang atau dijual ke pihak 

lain sesuai prinsip syariah. 

c. Rajin memberikan wewenang kepada murtahin 

untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi 

wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. 

d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam 

batas kewajaran sesuai kesepakatan. 

e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan 

penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah 

kepemilikan atau sertifikat) yang di tanggung oleh 

rahin. 
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f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan 

barang marhun tidak dikaitkan dengan jumlah 

pinjaman yang diberikan. 

g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e 

tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan 

beban lainya berdasarkan akad Ijarah. 

h. Biaya asuransi pembiayaan rahn  tasjily ditanggung 

oleh rahin. 

Ketiga: Ketentuan Penutup 

a. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) diantara 

para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan diantara 

mereka maka penyelesaianya dilakukan melalui 

Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui 

Pengadilan Agama 

b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 

e. Rahn Hiyazi 

Bentuk Rahn Hiyazi inilah yang sangat mirip dengan 

konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum 

positif. Jadi, berbeda dengan Rahn ’iqar yang hanya 

menyerahkan hak kepemilikan atas barang, pada Rahn 

Hiyazi, barangnya pun dikuasai oleh kreditor. Contoh kasus  

Tenriagi sebelumnya, jika akad yang digunakan  adalah 

Rahn Hiyazi, mobil milik Tenriagi  tersebut diserahkan 

kepada Elda sebagai jaminan pelunasan utangnya.  Apabila 

utang Tenriagi kepada Elda sudah lunas, barulah Tenriagi 

bisa mengambil kembali mobilnya.  

Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara Rahn 

adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan 
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kendaraan bermotor.  Rahn  dalam bank syariah juga 

biasanya diberikan sebagai jaminan atas Qardh atau 

pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada 

nasabah. Selain itu Rahn juga dapat diperuntukkan bagi 

pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembayaran 

uang sekolah, modal usaha jangka pendek, dan lain 

sebagainya. 

C. Manfaat Rahn (Gadai Syariah) 

a. Manfaat Barang Gadai (marhun) 

 Mengenai pengambilan manfaat oleh pihak 

rahin(pemilik gadai) terjadi perbedaan pendapat 

dikalangan ulama. Ulama syafi‟iyah berpendapat bahwa 

murtahin dibolehkan memanfaatkan barang gadai tanpa 

seizin rahin, tetapi pemilik gadai tidak boleh 

menghilangkan/mengurangi nilai dari barang yang 

digadaikan. Apabila ada barang gadai bisa berkurang, 

maka harus ada izin dari murtahin.
20

 

 Manfaat yang dapat diambil oleh Bank dari rahn 

adalah sebagai berikut:
21

  

                                                           
20

 Raahmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2004, h.173-174 
21

 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke 

Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 129 
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a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau 

bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang 

diberikan bank.  

b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan 

pemegang deposito bahwa dananya tidak akan 

hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar 

janji karena suatu aset atau barang (marhun) yang 

dipegang oleh bank.  

c. Jika rahn ditetapkan dalam mekanisme pengadaian, 

sudah barang tentu akan sangat membantu saudara 

kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah. 

d. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang 

dibayarkan oleh peminjam dana. 

e. Pelakasanaan misi perum penggadaian sebagai 

BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa 

pemberian bantuan kepada masyarakat yang 

memerlukan dana dengan prosedur yang lebih 

sederhana. 

f. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 

1990, laba yang diperoleh perum pegadaian 

digunakan untuk: 

1. Dana pembangunan semesta (55%) 

2. Cadangan umum (20%) 

3. Cadangan tujuan (5%) 

4. Dana sosial (20%) 
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Adapun manfaat yang langsung didapat Bank 

adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh 

nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset 

tersebut, jika penahanan aset berdasarkan fidusia 

(penahanan barang bergerak yang besarnya sesuai 

dengan yang berlaku secara umum). 

Manfaat yang diterima bagi anggota yakni 

tersedianya dana dengan prosedur yng relatif lebih 

sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat 

dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. 

Di smaping itu, anggota juga mendapat manfaat 

penaksiran nilai suatu barang bergerak secara 

profesional, dan mendapat fasilitas penitipan barang 

bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
22

 

b. Perbedaan dan persamaan antara pegadaian syariah 

dengan pegadaian non syariah 

 Merinci persamaan dan perbedaan antara 

pegadaian syariah dengan non syariah diuraikan sebagai 

berikut,
23

 persmaanya adalah: 

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang. 

2. Adanya agunan sebagai jaminan hutang. 

                                                           
22

 Andri Soemira, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 

Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009, h. 394-395 
23

 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Konsep, 

Implementasi, dan Institusional, Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, h. 125-126 
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3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang 

digadaikan. 

4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh 

pemberi gadai, apabila batas waktu pinjaman uang 

telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual 

atau dilelang. 

 Sedangkan perbedaanya adalah: 

1. Pegadaian syariah dalam hukum Islam dilakukan 

secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa 

mencari keuntungan, sedangkan pegadaian non 

syariah menurut hukum perdata di samping prinsip 

tolong menolong juga menarik keuntungan dengan 

cara menarik bunga atas sewa modal yang 

ditetapkan. 

2. Dalam hukum perdata hak pegadaian non syariah 

hanya berlaku pada bend ayang bergerak, sedangkan 

dalam hukum Islam pegadaian syariah berlaku pada 

seluruh harta, baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak. Pada hukum perdata positif penjaminan 

dengan harta tidak bergerak seperti tanah diatur 

dalam UU No.4 Tahun 1996. 

 

 

 


